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ABSTRAK 

 

A. Nama   : Fernando Afsaloon 

B. Judul Skripsi  :Tanggung Jawab Menteri Dalam Negeri Dalam 

Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi Pj 

Gubernur Jawa Barat 

C. Halaman  : vii + 80 + Lampiran + 2019 

D. Kata kunci : Hukum Pemerintahaan Negara, Tanggung Jawab, Menteri 

Dalam Negeri 

E. Isi   : 

Pengangkatan perwira tinggi Polri Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan adalah 
Keputusan Menteri Dalam Negeri. Maksud dari penunjukan Pj. pada beberapa 
daerah untuk menggantikan Kepala Daerah definitif, agar roda pemerintahan 
terus berjalan. Pj. Gubernur di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 
ditunjuk dari unsur Polri, maka akan muncul asumsi publik terhadap netralitas 
Polri dan adanya kepentingan politik dalam Pilkada. Penunjukan perwira tinggi 
Polri menjadi Pj. Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspek regulasi yang ada. 
Hal ini karena banyak peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan 
tentu saja tidak boleh bertentangan, baik antara satu sama lainnya maupun 
dengan Undang-Undang di atasnya. penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Menteri 
Dalam Negeri Dalam Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi M.Iriawan Jadi 
Pj. Gubernur Jawa Barat. 
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